
BUPATI KATINGANJ

PERATURI\N BUPAT! KATINGAN

NOMOR: 10 TAHUN 2O1C)

TENTANG

URAIAN TUGP.S KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPAL\ BIDANG, KEPAIS SUB

BAGIAI.I, KEPAI.A SEKSI DILINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN

PERDIIGANGAN KOPERAST DAN UMKM KABUP,ATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN

Menimbang : a bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut feraturan Daerah Nomor

5 Tahun 2001 ti:ntang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Katingyan maka dipandang perlu menetapkan Uraian

Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Perindustrian
Peidagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan;

b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

Mengingat :1. Undang - Undang I'lomor 43 Tahun 1999 tr::ntang Perubahan Undang
- Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok l(epegawaian
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembariln Negara Republik lndc,nesia Nomor 3890);

Undang - Undangt Nonror 5 Tahun 2ffi2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyatt, Kabupatert Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gununl:l Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran lrlegara Republik lndonesia
Tahun 2002 Nonror 18, Tambahan Lennbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4180);

Undang - Undang lr,lomor 17 Tahurn 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negam Republik lndonesia fahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertlendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembarran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 20,04 tentang Pembentukan
Peraturan Perundiang - Undangan (Lernbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 12004 Nomor 53, Taml:rahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4389);
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6. Undang . Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang r,9ry1i1!an-1

Daerah tr_u*iuriii, r.t.grru Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambanan t-,ernbaian Negaia Republik lndonesia ltlomor 4437)'

sebagaiman" i"[,n diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -

Undang 1,romoi 
-lz 

iahun 2008 tentan,S; Perubahan Kedua Atas

Undang-UnOaig r.roror 32 Tahun ZOrii+ tentang Pemerintahan

Daerah (Lembararn Negara Repubtik lndonesia Tahun 2008 Nomor

5g, Tambanan LemUarin Negaia Republihl lndonesia Nomor 4844\;

7. undang - undang Nomor 33 Tahun 2tlo4 tentang Perimbangan

k"uun6rn nnta6i Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lemblran r.rug"iu Republik lndonesia 'Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lemianan Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

B. Peraturan Pemerrintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabata.n

Fungsionaf nejalwai Negeri Sipil (Lenrbaran Negara Re.publik

lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tanrbahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 1547)''

9. Peraturan Pemerir"rtah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

(leilnarin Negara {epublik lndonesia Tahun 2002 Nomor 33,

iambahan Lem6anan Negara Republik lndonesia Nomor 4194);

lC,.Peraturan Pemerintah Nonror 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndqnesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lermbarin Negara Republik lndonesia Nomor4593 );

1 1. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tarhun 2007 tentang Pembagian

Ui-usan Pemerintahan Antara Pemerintath, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daer;rh Kabr:paten / Kota ( Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 200-t' Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4737 );

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2OO7 Nomor 89, 'Iambahan Lembaran Nlegara Republik lndonesia

Nomor 4741);

l3.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 t,rlntang Pembagian Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangairn Pemerintah Kabupaten
Katingan (Lembaran Daerah Kabupatep Katingan 'l-ahun 2008
Nomor 3);

14, Peraturan Daerah lrlomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Dae,rah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5);;

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Pernataan Organisasi Perangkat Daerah.

I\IIEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPI\TI KATINGAN TENTANG URAIAN TUGAS
KI:PAIA DINAS, SH'KRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB
BI\GIAN, KEPALA SIEKSI D]LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN
PHRDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM IGI]UPATEN KATINGAN



BAB I

SUSUNAN ORGANISASI

DINASF,ERINDUSTRIANpTnoeoaNGANKoPEII.ASIDANUMKM
xneuPniLH xanNcaN

Pasal 1

Dalam Peratur;an Bupati ini, yang climaksud dengan :

(1) Daerah Otgnom-Ieianiitn,r-dis'eOut Oaerah-adalah Kesatuan Masyarakat hukum

yang mempunyai batas-batat *ifiyun tertentu yang trerwenang. mengatur dan

mengurus uruJan pemerintanan Aal't kepentingan misyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkarr aspiraii malyarakat dalam system Negara

kesatuan FlePublik lndonesia;
(2) Pemerintahr Daerah adalah Buprati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara

Pemerintahr Daerah;
(3) Bupati adalah Bupati Katingan;.

(4) Dinas adalgh Dinas Perind'ustrian Perdagangan Koperasi dan UMKIrtl Kabupaten

Katingan;
(5) Kepala Dirras adalah Kepala Dinas Perindustrian Pe,rdagangan Koperasi dan

UMKM Kabrupaten Katingan;
(6) Uraian Tugas adalah urlian tugas Jabatan Struktural Kepala Dinas' Sekretaris,

Kepala g1tanJ, Kepata Sub,- Bagian, [qryl-". - Sek'si di Lingkungan Dinas

perindustrian ierOagangan Ko,perasi dan UMKM Kabupaten Katingan'

BAB II

SUSUI.IAN ORGANISASI
DINAS I'ERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPEITASI DAN UMKM

KABUPATEN KATINGAN

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Perinclustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM terdiri

dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian PenYusunan Program.
3. Sub Bagian Ketlangan

c. Bidang terdiri dari :

1. Bidang lndustri membawahkan :

1.1. Seksi Pangan, Sandang Hasil Hutan, Kimia K,erajinan dan Bahan Baku.

1'2'SeksiAgro,lndustriL'ogamdanMesinElektronik'

2. Bidang Perdagangan membawahkan : '

2.1. Serksi RelOagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsurnen
' 2.2. Serksi Perdagangan Luar Negeri

3. Bidang l(operasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah rnembawahkan:

3.1. Sek,si KoPerasi.
3.2. Seksi Mikro dan Menengah.



d.

e.

Kelompol l Jabatan Fungsionatl

Unit Pelaksana Teknis

BAB III

UIRATAN TUGAS

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

' Pasal 3

(1) Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperas;i dan UMKM niempunyai, 
tugas mglaksanakan urusan rumah- tangga Kabupi,rten Katingan pada sektor

PJrindustrian Perdagangan tr(operasi dan UMKM'

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Merunruskan dan sinkronisasi rencana dan program pembangunan industri,- 
p"iO.g"ngan, koperasi dan UMKM atas dasar keterpaduan dan

i<eUijaiisanaan Pemerintahr Kabupaten Katingan drengan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah dan Femerintah Pusat.

b. Membagi tugas dan memlinri petunjuk kepada ba'wahan ( Sekretaris, Kepala

Bidang, Ke[ah Sub Ba$ian Kepala Seksi dan Staf ) agar tugas dapat

dilaksilnakan dengan baik.

c. Mengartur dan mengkoorttlinasikan Sekretaris, Kepala Bidang,.-Kepala Sub

Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan
Ko[errrsi dan UMKM agar sesuai dan saling menclukung dalam pelaksanaan

tugasnya.

d. Mengendalikan kegiatan {iiekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub- Bagial qan
Kepala Seksi di Lingkungran Dinas Perindustrian Ferdagangan l(operasi dan' 
UMKNI agar sesuai dengarr program kerja.

e. Menilari prestasi kerja Seknetaris, Kepala Bidang, l^(epala Sub Bagian, Kepgla
Seksi dan pejabat fungsionat di Lingl<ung;an Dinas Perindustrian
perdagangan K6perasi dan UMKM berdasarkan hasil kerja yang dicapai

sebagiai bahan penetapan DP3 dan peningkatan karier.

f . Melakrianakan koordinasi dalam upaya mentbina hubungan kerja dengan
Dinas, Badan dan lnstansi Vertikal lainnya serta arsosiasi/ lembaga-lembaga
dunia usaha lainnYa'

g. Membina dan memberdayakan semua komponen Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan UMKM agar dapat melaksanakan tugas secara
efektif dan efisien.

h. Mengk:oordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan,
pengendalian teknis kebijzrksanaan, pembinaan, pengembangan, pengaturan

induitri, perdagangan, koperasidan usaha mikro kecil dan menengah.

i. Memb,erikan pengarahan dan petunjuk kepada investor atau calon investor
tentang berbagai penerapan peraturan PMA/PMDN, prosedur dan
persyaratan dalam proses pendaftaran perusahaan serta pengajuan izin

usaha di bidang industri, perdagangan, dan UMKIVI.
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k.

Membrerikan masukan, usulan serta saran kepada Bupati. baik dalam

penyusunan kebijaksanaeln, p"*.."h,n masalalr maupun dalam rangka

pembirraanyangberkaitandenganperkembangandanpengaturandibidang
industri, periagingan, koperasi dan UMKM'

Membruat Laporan pelaksanaan tugas Dinas sekragai pertanggungjawaban

kepadir BuPati.

l. Melakr;anakan tugas tainnya sesuaidengan petunjrrk Bupati'

BAB IV

SEKRETARIS

Bagian Portama
Susunan Organisasi

Pasal 4

Se;<retaris membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepeglawaian
2. Sub Bagian PenYusunan Program
3. Sub Bagian Keuangan

trSagian Kedua
Uraian Tugas Sekrotaris

Pasal 4

(1) Sekretaris mempunyai tugars memberikan pelayanan administrasi kepada
semua unsur Dinas-Perindus;trian Perdagangan Koperasi dan UMKM meliputi
urusan kr:pegawaian, keuanS;an, surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga

dan penyusunan laPoran.

(2) Uraian tugas dimaksudkan purda ayat (1) sebagai berfkut :

a. Menyusun dan merencanakan program serta langkah-langkah kegiatan
Sekretariat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM sebagai
acuan pelaksanaan tugas.

b. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugats kepada Sub Bagian
dilingkungan Bagian Sekrertariat sesuai dengan biclang tugas masing-masing
agar turgas dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Membr:rikan petunjuk kepada Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat baik

tertulis maupun lisan algar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undarrrgan yang berlaku.

d. Memeriksa dan mengorerksi hasil kerja para Siub Bagian dilingkungan
Sekretariat sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan atau kekr:lliruan.



e. Mengevaluasi dan menilarr hasil kerja.para Kepalil Sub Bagian dilingkungan

sekretariat berdasarkan hasil regiitan_ yang dicapai sebagai bahan

pembuatan Orttut Penilaian peiafsa-naan eefe4aan (DP3) dan peningkatan

. karier.

f. Menyelenggarakan admirristrasi kepegawaian clan menyiapkan bahan-

bahan Oafam'menetapXan kebijaksanain pengoliehan data Pegawai Negeri

Sipit ditingxungan oinlt F,erindustrian Perdagangan Koperasi d.an IUMKM

berdarsarkan peraturan perundang-undangan yang- berlaku serta

mengildakan koordinasi rJengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Katingan untuk kelancararr pelaksanaan tugas'

g. Menyelengarakan administrasi keuangan, perencanaan anggaran dan
- penylapan dana serta pertanggungjawaban keuangan berdasarkan

ketentuan dan peraturiln perundang-undangan yang - .berlaku serta

meng6dakan koordinasi clengan Dinas Pendapatiln Pengelolaan Keuangan

dan Asset Kabupaten Katiingan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

h, Menyellenggarakan admirristrasi perlengkapan, inventaris dan Pemeliharaan

baran1;, b6idasarfan ketentuan dan perunrlang-undangan yang berlaku serta

;1.1ung,iO"t an koordinasi dengan Dinas PPI(A l'(abupaten Katingan untuk

kelancaralr Pelaksanaan tugas.

i. Menyeilenggarakan urusan surat menyurat, rumah tangga, protokol,

keamanan dan urusan lainnya yang belum diuraikan pada bidang lain'

1. Ir/engkoordinasi penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan Dinas
perinciustrian ReiOagangern Koperasi dan UMKM yang bersumber dari data

laporan para Bidang, Sekretariat dan Kelompok Jarbatan Fungsiclnal.

k. Melaporkan semua pelal<sanaan tugas dan kegiatan Sekretariat kepada

Kepala Dinas baik secara lisan maupun tertulis disertai saran dan
pertimbangan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

L Menyr.rsun lnformasi dan ilaporan triwulan ,semester dan tahunan sekretariat

sebagai pertanggungjawaloan kepada Kepala Dinas.

m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

IBagian Ketiga
uraiirn Tugas Kepata Srub Bagian umum Dan l(epegawaian

Pasal 5

(1) Kepala Siub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
urusan k,epegawaian, surat menyurat, hubungan nnasyarakat, protokol dan

rumah tarrgga serta informasidan pelaporan.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berilcut :

a. Memiahami peraturan nrerundang-undangan dan ketentuan lain yang

diperllakukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Menyusun program kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan
Sub tlagian Umum dan hi.epegawaian sebagai pedoman pelaksanan tugas.



c.

d.

Menrbagi dan mendistribusikan tuga.s se.rta rnemberi peturnju-k kepada

or*un""n (staf) Oiringkui",gan Sub Bigian Umunt d.an Kepegawaian.sesuai

denglan bidang tuga! ,riing-rasing agar semua tugas terbagi l'rabis serta

;;d;i dilaksinak-an sn:,suJi dengin ketentu;:rn peraturan perundang-

undetngan Yang berlaku.

Menreriksa dan mengorr:rksi naskah hasil kerja bawahan (staf) dilingkungan

Sun aagian Umum" dan Kepegawaian untuk menghindari terjadinya

kesa lahan/kekeliruan.

Melarporkan pelaksanaatn tugas dan kegiatan. Sub Bagian U-mum dan

ii;ilIg;;;ian XepaOa Siekretiris baik secara liisan maupun tulisan untuk

menrCapatkan petunjuk hi,rbih lanjut.

Mela,kukan koordinasi cllrengan instansi/unit kerja terkait untuk kelancaran

pelal<sanaan tugas.

Merrberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan (stafl

dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian'

f.

g.

h. Mengadakan evaluasi terhadap tugas drl kegiatan dilingkungan Sub

Bagi,in Umum dan Kepegawailn sebagcri bahan pertimbangan

pelaksanaan berikutnYa.

i. Melaksanakan tugas lairrr yang diberikan oleh Ke;rala Dinas.

Biagian KeemPat
Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Ponyusuniln Program

Pasal 6

(1) Kepala S;ub Bagian Penyusulnan Program mempunyiai tugas melakukan urusan

penyusunan program.

(2) Uraian Tr.rgas dimaksud pad:l ayat (1) sebagai berikut :

a. Memahami peraturan perundang-undangan cian ketentuan lain yang

diperlukan untuk menunjiang pelaksanaan tugas'

Meny,gstJn program ke,rja Sub Bagian Penyusunan Program sebagai
pedoman melaksanakan tugas.

Melal<ukan koordinasi drengan lnstansi / unit kerja lain untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

d. Menglkoordinir pembuatan laporan untuk bahan evaluasi pelaksanaan tugas
serta saran dan pertimtlangan Kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

untuk mendapat petunjukl lebih lanjut.

e. MemSagi dan mendistribusikan tugas serta nremberi petunjuk kepada
bawahan (staf) di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai

bidang tugasnya masing;-masing agar semua tugas terbagi habis, serta
Oapar:-Oitaksanakan sesuai dengan ketentuan serta perundang-undangan
yang berlaku.

f . Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kep;ala Dinas.

b.

c.



lBagian Kelima

Uraian Tugas lriepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

(1) Kepala Siub Bagian Keuang;rn mempunyaitugas melakukan urusan keuangan'

(2) Uraian trtgas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Memahami peraturan perundang - undangan dengan ketentuan lain yang

diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas'

b. Menyusun rencana anglJaran belanja Dinas Perindustrian Perdagangan

Koperasi dan UMKM Ki6upaten Xatingan berkoordinasi dengan para Sub

BagiarrdanKepalaSeksipadaPqgiul../..BiclangdilingkunganDinas
Peiinclustrian Peidagangern Koperasi dan UMKM

c. Mengkoordinir penyiapan dana untuk kegiatan Rutin dan Pembangunan'

d. Membuat dan memeriksa konsep surat-surat yang berhubungan dengan

administrasi keuangan.

e. Membuat laporan bulanian, triwulan dan tahunan anggaran rutin dan

pembangunan

t. Melakukan verifikasi s;urat pertanggungjawaban anggaran sebelum

disampaikan ke Dinas lPendapatan Fengelolaian Keuangan dan Asset

KabuPraten Katingan.

g. Melaksanakan tugas lain y'ang diberikan oleh Keparla Dinas.

BAB V

BIDANG INDUSTRI

Bagian Portama
Susunan Organisasi

Pasal B

Bidang lndustri membawahkan :

1. Se[si Pangan, Sandang Hasil Hutan, Kimia Kerajinan dan Bahan Baku'

2. SeksiAgrl, lndustri Logam dan MesinElektronik.

Pasal 9

(1) Kepala l3idang lndustri mempunyai tugas menyiiapkan bahan pembinaan,

pengemtrartgai dan pengaturan usaha industri serta melaksanakan bimbingan

iefriis Oan 
-penyuluhan, -pernanfaatan fasilitas berusaha, penggunaan bahan

baku danr penolong, pencegarhan pencemaran serta teknis pelayanan perizinan.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang

diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.



b'Menyr.rsunrencana/plrogramkerjaBidanglndustrisebagaiacuan
pelaksanaan tugas'

c. Membagi tugas dan menlberi petunjuk kepada l(epala seksi dilingkungan
" ';'ffi;"nior&ii.gir serasidan ialing mendukung dalam pelaksanaan tugas'

d. Megerraluasi dan memeriksa hasil kerja Kepala Seksi dilingkungan Bidang

lndustri oerjasarran prestasi kerja dan hasil kerja sebagai bahan penetapan

DP-3 dan Peningkatan karier'

' e. Mengerndalikan kegiatan Kepala seksi di lingkungan Bidang lndustri agar

sesuai dengan rencana.

f . Melakr.rkan koordinasi derngan instansi / unit kerja terkait sesuai bidang

tugasnYa.

g. Melakrsanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pernbinaan dan

bimbilgan teknis 
- untuk melaksanakan kebijaksanaan program

pembangunan industri.

h. Melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan

kemarnpuan dan keterampilan bagi pengusaha intJustri dan pelayanan teknis

pemberian izin usaha indurstri.

i. Memberikan bimbingan dan pelayanan terhadap kelancararn pelayanan

pengadaan barang riodal, peralatan, bahan baku dan bahan penolong serta

menirapkan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi

teknolrlgi lndustri.

j. Membina hubungan kerja,sama dengan instansi pemerintah / swasta serta

lembaga-lembagi / asoiirasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan promosi

terhadap investasi industri.

k. Memb,eri bimbingan dan p,embinaan bagi investor / calon investor yang akan

melakr:anakan investasi dii bidang industri.

l. Melap,crkan evaluasi pelaksanaan bimbing:irn teknis, pelaksanaan

kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usinha industri.

m.Melakrianakan pemantauian dan mengevaluasi data mengenai dampak

kegiatan industri terhadap lingkungan.

n. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan pelaksanaan program /
tugas IBidang Industri sebargai pertanggungjawaban.

o. Melaksanakan tugas lain y'63g diberikan oleh Keparla Dinas'

lSagian Kodua
Uraian Tugas Kepala Sreksi Pangan, Sandang, Hasil Hutan,

Kimia Ker,rrjinan Dan Bahan Baku

Pasal 10

(1) Kepala S,eksi Pangan Sandarng Hasil l-{utan Kimia ln(erajinan dan Bahan Baku

mempunvai tugas melakukian pembinaan, pengenrrbangan dan pengaturan
usaha inrlustri serta penyampaian laporan tepat waktu kepada atasan langsung
yang berhubungan dengan ;iembinaan agro dan hariil hutan kimia dan aneka

kerajinan serta bahan baku.



(2) Uraian Tugas dimaksud padia ayat (1) sebagai berikut :

a.Memahamiperaturanperundang-undangandanketentuanlainyang
diperlukan uniuk menunjang pelaksanaan tugas

b. Menyusun rencana / program kerja se.ksi Pangan sandang Hasil Hutan

Kimia furrlin"n O"n edl"rail Baku seUagai acuan dalam pelaksanaan tugas'

c. Mempersiapkan bahan / petunjuk bimbingan teltnis pembinaan' pedoman
- 

periiinan datam kegiatan kerajinan dan bahan baku'

d. Membagi tugas dan men"rberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dapat

dilaksianakan dengan baik.

e. Mengr:valuasi dan memerlksa hasil kerja staf berclasarkan prestiasi kerja dan

hasiikeria sebagai bahan penetapan DP-3'

f. Mempersiapkan bahan sierta mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama

antar p"ndu"rn, industni dengan instansi terkait baik vertikal maupun

horizontal iin feriasama rJengai asosiasi/ organisasidunia usaha lainnya'

g. Mempersiapkan bahan diln melaksanakan pembilnaan, pengembangan dan
- 

pengaturan serta teknis pelayanan pemberian izin industri.

h. frrlengirdakan pengumpulan dan pengolahan 
. !a!a . perturnbuhan dan

perk6rnbangrn'p"nlan sandang dan haiil hutan kimia kerajinan dan bahan

baku.

i. Mengadakan penyajian data statistik pertumbuhan dan perkembangan

pangan sandang hasil hutan kimia kerajinan dan bahan baku.

j. Mengiventarisasikan perrnasalahan yang berhubungan dengan seksi Pangan- 
Sandarng Hasil Hutan Kimia Kerajinan dan Bahan tsaku'

k. Melak:sanakan pemantauan dan pengumpulan data yang berkaitan dengan

kegiat,an seksi Pangan Siandang Hasil Hutan Kimia Kerajinan dan Bahan

Baku.

l. Membuat laporan pelaksanaan tugas / kegiatarr Seksi Pangan Sandang
Hasil t{utan Kimia Kerajinan dan Bahan Baku'

m.Melakr;anakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

llBagian Ketiga
(.lraian Tugas Kepata Seksi lugro, lndustri Logam Dan Mesin Elektronik

Pasal 11

(1) Kepala Sieksi Agro, lndustri Logam dan Mesin Elelrrtronik mempunyai tugas /
melakukern pembinaan, pengembangan dan pengalturan usaha industri serta
penyampaian laporan tepat waktu kepada atasan langsung- yang berhubungan
denlan pembinaan agro, indrustri logam dan mesin elektronik.

(2) Uraian Tugas dimaksud padat ayat (1) sebagai berikut:

a. MemaSami peraturan perundang - undangan rlan ketentuan lain yang

diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.



b.

c.

Menyusun rencana / program kerja seksi industri logam' Mesin Elektronik

;;; ;;;6oran sebagri uu-rt"n acuan dalam pelaksanaan tugas'

Mempersiapkanbahan/petunjukbimbinganle[nlspembinaanpedoman
dalam kegiatan ,rrn" OiUiO"ng inOustrl padi SeksiAgro, lndustri Logam dan

Mesin Elektronik

d. Membagi tugas dan menlberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dapat

dilaksanakan dengan baik,
i

e. Mengrtvaluasi dan memeniksa hasil kerja bawahan dilingkung.an.Seksi Agro'

lndustri Uogam'dan ft1eslrn Elektronii berdasarkarn preitasi kerja dan hasil

kerja s;ebagai bahan penetapan DP-3'

t. Mempersiapkan bahan ,clan melaksanakan ker'.iasama antar pengusaha

industri dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal dan

kerjasama dengan asosiasi/ organisasi dunia usaha lainnya.

g. Mempersiapkan bahan dun melaksanakan pembiinraan, pengernbangan dan
" p"ngbturan serta teknis pri:rlayanan perijinan industri.

h. Mengadakan pengumpulan dan pengelolaan data pertumbuhan dan

perk6rnbangan'Rgro, lndurstri Logam dan Mesin Elektronik.

i. lylelaksanakan pemantauan dan pengumpulan data mengenai dampak

Kegiatan SeksiAgro, lndurstri Logam dan Mesin Ek:ktronik.

j Membuat laporan pelaksernaan tugas / kegiatan {}eksi Agro, lndustri Logam

dan Mesin Elektronik sebergai bahan masukan bagi pimpinan.

k. Melakrsanakan pembinaian, monitoring dan evaluasi terhadap hasil

pembangunan Agro, lndustri Logam dan Mesin Elektronik.

l, Menganalisis data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan SeksiA.g.to, lndustri

toginr dan Mesin Elektronik untuk bahan penyusunan kebijaksanaan

Prograrm pembangunan lndustri'

m.Melakr;anakan tugas lain Srang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

BIDIING PERDAGANGAN

Bagian Portama
$rusunan Organisasi

Pasal 12

Bidang Perdagangan membawahkan :

1. Selisi Percligangan Dalam ps'geri dan Perlindungan Konsumen.

2. Seksi Perclagangan Luar Negeri.

,l

I



tlagian Kedua -
Uraian Tugas hiepala Bidang Perdagangan

Pasal 13

(1) Kepala Biidang Perdagangan mempunyaitugas : 
,

Menyiap bahan pengembangu; F&gr;[an. dalarn negeri dan luar negeri,

pendaftaran perusah?Efr, rTr,Bffr;iri;I;:ieia .dan menyaluran barang dan

jasa, mernoefiran bimbingan usaha dan promosi serta urusan teknis perizinan

usaha Perdagangan'

(2) Uraian Tugas dimaksud padar ayat (1) sebagai berikut:

a. Meren,:anakan, merumu:skan rencana program Bidang Perdagangan

. sebagai acuan pelaksanaatn tugas'

b. Membiagi tugas dan memheri petunjuk kepada Kepala seksi sesuai dengan

bidang tugiin,, dan rrnelaksanakan pembinaan, koordinasi maupun

penga\,vasan, pendaftaran perusahaan, pemantauan penyediaan dan

penyaluran tl"tlng-dan lgsa, bimbingan usaha rlan promor;i serla urusan

teknis Perizinan.

c. Mengervaluasi dan menilali pelaksanaan tugas krapala seksi di lingkungan

Bidang fliJagangan sehagai balran penetapar. DP-3 dan peningkatan

karier.

d. Menyiapkan dan meleuksanakan bimbingan teknis ,dalam rangka

pengernbangan ekspor daerah dan kegiatan perdlagangan ly-1r negeri serta

melaksanatln pengadministrasian Surat Keterangan Asal (SKA)'

e. Menyiapkan bahan perrdaftaran usaha perdiagangan sesuai dengan

ketentuan Yang berlaku.

l. Menyiapkan dan menyusun bahan penyuluhan senta memberikan bimbingan

dalam rangka pembinian 
'ctan 

pengembangan pasar'

g. Meningkatkan kemampuan dan keterampilanr pengusaha terutama

penguiiafra kecil dan koperasi dalam melaksanakan kegiatan perdagangan.

h. Menyiapkan bahan, men$analisa dan mengevaluasi data I informasi serta

bahan p"ngunOrlian kegilirtan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa

dibidang usaha Perdagangan.

i. Membuat laporan bulanan, triwulan, tahunan, peletksana?n qrogram / tugaS

Bidang Perd'agangan serta pertangung jawaban kepada Kepala Dinas'

j. Melaksianakan tugas lain y'ang diberikan oleh Kepala Dinas.

Iilagian Ketiga
Uraian Tugas Kepala seksi Perdagangan Darlam Negeri

Dan Perllindungan Konsumen



(1)

Pasal 14

Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen

mempunyai tugas menyiapkren program kerja sebagiai bahan bimbingan teknis,

f"rUinu,in Oin pungem'O"ngan perdagangan. D{am Negeri, Perlindungan

konru*.rn, Analisis t[tim UsJna, Perizinan Usaha Perdaganga.n, Pemantauan

dan Evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan

perlindungan konsumen.

Uraian T,ugas dimaksud padia ayat (1) sebagai berikut :

a. Memahami peraturan perundang-undangan d;an ketentuan lain yang

diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Menyusun rencan a I proStrram kerja Seksi Perdagangan Dalant Negeri dan
peilihdungan Konsumen sebagai acuan melaksanakan tugas.

c. Membagi tugas dan menrberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dapat

dilaksanakan dengan baik.

d. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penetapan

DP-3.

e. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data usaha perdagangan dan
perliiclungan konJumen sebagai bahan konsultasi dengan instansi
pemerintah / swasta serta lembaga / assosiasi terl'lait'

f. Menyirrpkan bahan-bahan dalam rangka menyusun bimbingan teknis
perlinclungan konsumen, pembinaan dan pengembangan usaha dan Sarana

perdagangan, pelayanan surat izin usaha perdergangan, pelayanan tanda
daftar perusahaan menetapkan keterkaiatan antatra dunia usaha dan antar
sektor peningkatan ker,iasama dunia usaha serta pemanfaatan dan
pengembangan sarana dan usaha perdagangan.

g. Menyiilpkan, mengolah dern menganalisis data perizinan usaha perdagangan

dalam rangka pengolahern pembinaan dan pengembangan usaha serta
sarana perdagangan.

h. Menderta, mengolah dan memonitor harga peredaran barang termasuk
didalamnya Harga Ecerarn Tertinggi (HET) minyak tanah dalam rangka
pembirraan dan pengembilngan usaha dan sarana perdagangan.

i. Mengkoordinasikan bahan penyuluhan konsumen dan bahan pengawasan

barang terhadap semua sektor industri dan pe'rrdagangan yang beredar
dipasaran dengan instansi / unit kerja terkait untul< kelancaran pelaksanaan
tugas.

j. Membuat laporan harian ,/ mingguan, triwulan, bulanan dan tahunan untuk
disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai pertanggung jawaban
pelaksanaan kegiatan / pro,gram kerja.

k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Biilgian Keempat
Unaian Tugas Kepala Sekei Perdagangan Luar Negeri

(2)

I

t

b



(1)

I

I

i
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Pasal 15

KepalalSeksiPerdaganganLuar,Negerime.mpunyaitugasmempersiapkan
bahan bimbingan tJinitlrntuk usaha fiengemUange*n perdagangan luar negen

melalui kegiatan eksport, inrport Oun i.tiltuma 6e'^g"n lembaga I assosiasi

dunia usiaha terkait.

Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikutt:

a. Memahami peraturan perrundang - undangan dan ketentuan lain yang
-- 

oipenuran untuk menunjang kelancaran pelaksaniaan tugas'

b. Menyusun rencana / program kerja Seksi Perdagerngan Luar Negeri Sebagai

acuan Pelaksanaan tugas'

c. Membagi tugas dan menlberi petunjuk kepada bawahan agar tugas dapat

dilaksanakan dengan baik,

d. Memberikan dan menilai hasil kerja bawahan dilingkungan Seksi
- 

Ferdargangan Luar Negeri sebagai bahan penetapan DP-3.

e. Menyiapkan bahan bimbingan teknis usaha pengetmbangan eksport' melalui

kegiatan perdagangan luar negeri'

t. Melakrsanakan pengumpulan dan pengolahan arsi6r / dokomentasi penerbitan

Surat iKeterangan Asal 
'Batung 

(SKA) iesuai ketenrtuan yang berlaku.

g. Memberikan bimbingan pr:ngarahan dan petunjuk teknis kepada pengusaha
= drl", penyelesaian formurlir Surat Keterangan Asal (SKA)'

h. Memberi informasi keparJa lembaga / assosiasi dunia usaha mengenai

peluarrg pasar diluar negeri tentang komonditi eksport tertentu.

i. Melakukan analisis iklim usaha dan penyiapan bahan pemberian kegiatan

perdagangan luar negeri.

j. Menyiapkan penyebaran informasi perdagangan Iuar negeri.

k. Mengermbangkan pelaksanaan promosi dan kerjasama dalanr lembaga /
assoliasi d,unia usaha di bidang perdagangan luar negeri.

L Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perdagangan luar negeri.

m.Membrrat laporan pelaksanaan tugas Seksi Perdagangan Luar Negeri

sebagai bahan masukan bagi pimpinan.

n. Melaksianakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Bab Vll
BlDAllG KOPERASI, US,/\HA MIKRO KECIL DAll'l MENENGAH

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

(2)



Pasal 16

Bidang Koperrasidan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membawahkan:

1. Seksi KoP,erasi;
2. Seksi Mikno dan Menengah;

Bagian Kedua
Uraian Tugas Kepata Bidang Koperasi Usaha Mikro

Kecil Dan Menengah (Umkm)

Pasal 17

(1)Kepata Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menegah mempunyai tugas

melakukarn penyiapan bahan perumusan program dan pejabaran kebijaksanaan

t"inis pe,"Uerijn bimbingan il<elembagaan, bimbingzun usaha, proses pendirian

dan atau pembubaran k,r:lperasi, menyusun bahan perumusan dalam

menetapkan rencana dan pnogram sebagii penjabaran keb'rjaksanaan teknis

serta bimllingan kepada Koperisi Usaha fytit<ro Kecil dan Menengah melakukan

pembinaan lrn simpan pin,lam serta mengadakan penilaian / evaluasi dan

["ngr*"rian kepada koperas,il Usaha Mikro Kecil dan fvlenengah.

(2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Memahami peraturan perundang - undangan darn ketentuan lain dibidang

koperasi usaha mikro ke,r;il dan menengah untuk menunjang kelancaran

pelaksarnaan tugas.

b. Melakukan pembagian tugas dan memberikan petunjuk kepada para kepala

seksi agar tugas dapat terlaksana dengan baik, sertia sesuai dengan peraturan

perunditng-undangan dan sesuai prosedur.

c. Menyusiun bahan bimbingan dan penyuluhan tentang kebijaksanaan teknis

dalam ktelembagaan dan usiaha.

d. Mengelraluasi kebijaksanaetn kegiatan pembinaan s,ebagai bahan penyusunan

rencana kegiatan pembinaern selanjutnya.

e. Membirra hubungan kemitraan antara koperasi usaha mikro kecil dan

meneng;ah dengan pengusaha besar'

l. Memantau pelaksanaan perkembangan pembinaan kelembagaan usaha

Koperasi usaha mikro kecil dan menengah.

g. Membina koperasi usaha mikro kecil dan menengah dalam nreningkatkan
akses telrhadap modat dari BUMN, BUMAS, Bank dan Kredit Program.

h. Melaksanakan proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran

koperasi.

i. Menyusun dan menyajikan kerangka (data statistik ) kopearsi usaha mikro

kecil dan menengah.

j Membina koperasi usaha mikro kecil dan menengah yang melakuakan
kegiatan di berbagai bidarrg usaha melalui kegiatan pembinaan, pelatihan,

magang dan konsultasi baik mengenai pendirian, perubahan dan kesadaran
berkoperasi permodalan dan simpan pinjam.



k. Membina organisasi dan manajemen koperasi simpan pinjam untuk

memajukan koPerasi.

l. Menga<Jakan koordinasi delrgan instansi/ unit kerja terkait dalam bidang tugas

untuk memadui., riii kopr:rf,si usaha mikro kecil dan menegah'

m.Menggali sunrber-sumber permodalan baik dari pemerintah / lembaga -
temb-a-ga Xeranlan ( Banli, BUMN, BUMAS) sebagai dukungan perkuatan

p"r*oii"lan untu-k memajukan kopearsi usaha mikro kecildan menengah.

:

n. Melaksianakan penilaian dan pengawasan terhadap koperasi Usaha Mikro

Kecil dan menengah bersama-sama dengan kepala seksil staf.

o. Memeriksa / mengevaluasi pekerjaaan para kepala seksi dilingkungan Bidang

kop"r.ri Usaha ftifro Kecil dan- Menengah sebagai bahan penetapan DP-3

dan peningkatan karier.

p. Membuat laporan pelaksanaan tugas / kegiatan bidang dalam melaksanakan

progrann kerja sebagai bahan masukan bagi pimpinan'

q. Melaksianakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Llagian Ketiga
Uraian Tugate Kopala Seksi Koperasi

Pasal 18

(1) Kepala Seksi Koperasi mempunyai tugas membina dlan mengawa$i usaha kecil' ' 
menengal.r melalui bimbingan kelembagaan usaha daln penyuluhan permodalan

serta penilaian, pengawasan, perubahan dan permodeirlan koperasi.

(2) Uraian Tugas dimaksud pada iayat (1) sebagai berikut:

a. Membinra organisasi melakukan kegiatan diberbal;ai bidang usaha dengan
program pembinaan, pelatiliran, magang, konsultasi baik mengenai pendirian,
perubalran dan permodalanr koperasi.

b, Menggarli sumber permodartan dari pemerintah, lennbaga keuangan sebagai
dukungan modal untuk penl;lembangan koperasi.

c. Melaksatnakan penilain dan pengawasan terhadap koperasi.

d. Melaporkan pelaksanaan kt,rgiatan Seksi Koperasi ftrepada atasan berdasarkan
data perkembangan kopera:;i untuk bahan pengendatlian.

e.Mengiverntarisasikan permasalahan dan menyiapkan bahan pemecahan
masalah yang berhubungan dengan koperasi.

f. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan s,ebagai bahan penetapan
DP-3.

g. Melakukan tugas lain yang cliberikan oleh Kepala Dinas.



Ellagian KeomPat ,
Uraian Tugas Kepaia Seksi Mit<ro Dan Mrsnsngah

Pasal 19

(1) Tugas Kepala Seksi Mikro dian Menengah mempunyaitugas :

Menyiapki.n Uanin bimbingan tefnis Oin penyuluhan dalam upaya penciptaan

iklim usaha dan investasi melalui penanaman modal, baik penanaman modal

dalam neg;eri maupun penanalman modal asing yang clisesuaikan dengan potensi

daerah.

(2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Memahami peraturan perundang-undangan darn ketentuan lain yang

diperlul<an untuk menunjang pelaksanaan tugas'

b. Menyuriun program kerja dan langkah kegiatiirn sebagai acuan dalam

pelaksanaan tugas.

c. Memperrsiapkan informasitentang usaha mikro kec[l dan menengah'

d. Menyelengarakan pembinaran promosi penanaman modal daerah baik didalam

maupqn dj-luar negeri melatlui pameran, temu usaha, seminaldan lokakarya'

e. Melaksanakan pembinaan usaha mikro dan menengah.

h.

Mengatur tercapainya keserimbangan perubahan us;aha mikro dan menengah'

Melakukan koordinasi dengan instansi / unit kerja terkait sesuai bidang tugas

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

tulengevaluasi dan nrenilai pelaksanaan pekerjaan bawahan di lingkungan

Seksi Mikro dan Menengiah sebagai bahan penetapan DP-3.

Mengiv,entarisasi permasalahan yang berhuburrgan dengan bidang tugas dan

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah scrta menyampaikan sai'an

t pertimbangan kepada pimpinan agar mendapat pertunjuk lebih lanjut.

Memberi petunjuk secara tr::knrs dan mendrstribusil;an tugas kepada bawahan

agar tugas terbagi habis dan berjalan lancar.

Melaksgnakan tugas-tugas lain yang diberikan pimprinan sesuai bldang tugas.

BAB VIII
KETITNTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1)Kepala Dinas Perindustrian F)erdagangan Koperasi tian UMKM melaksanakan
tugasnya selalu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta
memberikian bimbingan dan p{idunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.

(2) Para pelaksana Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
melakukarr tugasnya selalu berpedoman pada peraturan perundang - undangan
yang berlaku serta bimbingan dan petunjuk atasan.

,f.

g.

J

k.



Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perngundangan Peraturan ini

dingan perrempatannya dalam Berita Daerah Kabupatern Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, tv lVlei 2010

{nnr 
KAnNGAN

l,,Ayyu-v-y--

DI.JWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan

SEKREiT DAERAH
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